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| Pelajaran Berharga Bagi Mendikbudristek |

AKHIRNYA, Menteri Pendidikan,
Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
(Mendikbudristek) Nadiem Anwar
Makarim memastikan persyaratan
sekolah penerima Bantuan Opera-
sional Sekolah (BOS) memiliki mini-
mal 60 peserta didik, tidak berlaku di
tahun 2022 (KR, 9/9). Artinya, semua
sekolah, berapapun peserta didik-
nya, akan menerima uang BOS.

Keputusan ini patut diapresiasi.
Hal ini menunjukkan sensitivitas
Mendikbudristek Nadiem Makarim
terhadap ancaman munculnya ke-
cemburuan masyarakat secara luas.
Bagaimana tidak, kalau pemerintah
sampai membeda-bedakan peneri-
ma dalam membagikan uang kepa-
da masyarakat, pasti akan menim-
bulkan rasa cemburu, iri, bahkan
bisa berdampak luas. Apalagi se-
belumnya sudah diingatkan oleh or-
mas yang memiliki sangat banyak
lembaga pendidikan, NU maupun
Muhammadiyah.

Namun di sisi lain kasus ini
mestinya menjadi pelajaran berhar-
ga bagi Mendikbudristek Nadiem
Makarim dan jangan sampai terjadi
kasus sejenis di masa-masa menda-
tang. Sebagaimana diketahui, be-
berapa waktu lalu Kemendikbud-
ristek mendapat protes keras terkait
penyusunan Kamus Sejarah Indo-
nesia, yang tidak mencantumkan
tokoh-tokoh besar dan mempunyai
peran penting dalam sejarah Indone-
sia, misalnya Hadrotusy Syaikh KH
Hasyim Asyiari. Sebaliknya justru
memunculkan tokoh baru yang pe-
rannya tidak sebanding dengan
tokoh yang mestinya ada.

Jawaban Mendikbudristek Nadiem
waktu itu sama dengan kasus pem-
batasan sekolah penerima BOS,
yaitu rumusan tersebut disusun se-
belum dirinya menjadi menteri.
Dengan dua kenyataan ini, kiranya
Mendikbudristek perlu mengevaluasi
segenap jajarannya, jangan sampai
ada yang tidak memahami keadaan
yang sebenarnya atau memang
mempunyai agenda tertentu, sehing-

ga di masa mendatang tidak muncul
lagi kebijakan yang justru menim-
bulkan kontraproduktif. Begitu juga
perlu mencermati lagi setiap kepu-
tusan atau aturan yang akan dijalan-
kannya. Karena meski yang meru-
muskan orang sebelum dirinya men-
jadi menteri, tetapi ia menjadi orang
yang paling bertanggungjawab di
lingkungan Kemendikbudristek.

Apalagi selama ini sering kita de-
ngar adanya wacana kebijakan yang
menimbulkan reaksi negatif masya-
rakat, baik kalangan pendidik mau-
pun orang awam. Misalnya wacana
pembatasan pelajaran sejarah dan
pelajaran sejarah tidak wajib dalam
kurikulum baru. Selain itu juga sering
muncul kasus materi buku ajar yang
isinya tidak benar, menyinggung
SARA atau berbau politis. Hal ini me-
nunjukkan pengawasan yang masih
lemah, sehingga materi tersebut
sampai lolos cetak.

Agar di masa-masa mendatang ti-
dak muncul masalah-masalah lagi di
dunia pendidikan, sebaiknya jajaran
Kemendikbudristek menjalin hubung-
an baik dengan mitrakerjanya di bi-
dang pendidikan, yaitu NU, Muham-
madiyah, Tamansiswa, Yayasan Kan-
isius, De Britto, PGRI, dan lainnya.
Setiap akan membuat kebijakan, per-
lu melakukan sharing dengan mere-
ka. Pasti para stakeholder yang me-
ngetahui secara persis problema du-
nia pendidikan akan memberi banyak
masukan, sehingga akan dihasilkan
keputusan yang terbaik bagi seluruh
bangsa Indonesia. Jangan sampai,
saat kebijakan akan diterapkan mere-
ka baru tahu, dan akhimya protes.

Kita juga berharap, tidak diber-
lakukannya pembatasan jumlah pe-
serta didik sekolah penerima BOS ini
tidak hanya untuk tahun 2022 saja,
tetapi juga di tahun-tahun berikutnya.
Pendek kata, sampai kapanpun ja-
ngan ada perlakuan membeda-be-
dakan sekolah atau peserta didik.
Semua mempunyai hak yang sama
dan hal ini juga dijamin oleh UUD
1945. O
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Permainan Tradisional Atasi Kejenuhan

SEJAK Maret 2020, pandemi Co-
vid-19 belum menunjukkan tanda-
tanda berakhir. Situasi ini memberi-
kan dampak yang signifikan terha-
dap seluruh aspek kehidupan manu-
sia. Pembelajaran yang semula di-
lakukan secara luar jaringan (luring),
kini beralih menjadi dalam jaringan
(daring) melalui ruang virtual meet,
zoom atau akses lainya. Hal ini men-
jadi skala prioritas utama demi kese-
hatan dan keamanan bersama.

Berbagai masalah juga muncul
dalam situasi saat ini. Anak-anak ter-
biasa menggunakan gawai terlalu
lama bahkan kecanduan game on-
line. Kini anak berubah menjadi
sosok yang individual dan egois.
Anak jauh lebih asyik menghabiskan
waktunya dengan bermain gawai
dari pada membaca buku. Keadaan
tersebut menjadikan situasi yang ku-
rang sehat terlebih akan berpenga-
ruh dengan tumbuh kembang anak.

Oleh karena itu, memanfaatkan
permainan tradisional dapat menjadi
solusi bagi orangtua dan anak.
Permainan tradisional juga banyak
ragamnya seperti egrang, bakiak,
congklak, dam-daman, engklek, dan
lain sebagainya. Banyak manfaat
yang dapat diperoleh dalam per-

mainan tradisional, seperti melatih
sistem motorik anak, melatih diri da-
lam mengembangkan sikap sosial,
sikap spiritual, dan membangun na-
sionalisme dalam melestarikan per-
mainan tradisional.

Melalui peran dan manfaat per-
mainan tradisional itulah, orangtua
dan anak dapat berkolaborasi mela-
kukan kegiatan positif dan berman-
faat dalam masa pandemi Covid-19
tanpa menghilangkan peran orang-
tua sebagai sosok teman sekaligus
guru. Melalui pendampingan orang-
tua, pemanfaatan permainan tradi-
sional dapat berlangsung secara
efektif dan efisien dengan mem-
berikan nilai-nilai edukatif dalam se-
tiap tumbuh kembang anak.

Permainan tradisional mengan-
dung banyak manfaat seperti
melatih kerja sama tim, melatih sis-
tem motorik, meningkatkan konsen-
trasi, dan menanamkan nilai-nilai
sosial dan budaya. Permainan tradi-
sional egrang dan bakiak dapat
menjadi alternatif solusi pembela-
jaran di tengah pandemi Covid-19
yang saat ini sedang terjadi. O

*) Khoniatur Rohmah,
Mahasiswa Fakultas Keguruan dan
limu Pendidikan UAD Yogya.

Kemiskinan Ekstrem, Bagaimana DIY?

BANK Dunia mendefinisikan kemis-
kinan ekstrem sebagai kondisi dimana
kesejahteraan masyarakat berada di
bawah garis kemiskinan ekstrem. Bank
Dunia menggunakan estimasi konsumsi
dalam US$ purchasing power parity
(PPP) atau paritas daya beli. Bank
dunia menstandarkan pada USD 1,99
atau sekitar Rp 25.654 yang disebut de-
ngan kemiskinan ekstrem dan USD
3,20 atau setara dengan Rp. 45.607 yang
termasuk sebagai kategori miskin.
Angka tersebut dihitung dari pengeluar-
an untuk kebutuhan konsumsi per
orang per hari.

Lalu bagaimana dengan jumlah ke-
miskinan ekstrem di Indonesia?
Badan Pusat Statistik (BPS) mela-
porkan kemiskinan ekstrem di
Indonesia sebanyak 10,9 juta jiwa.
Arahan Presiden berdasarkan rapat
terbatas strategi penanggulangan ke-
miskinan kronis yang dilaksanakan
21 Juli 2021, menargetkan kesmiski-
nan ekstrem pada tahun 2024 dapat
mencapai 0%.

Kondisi di DIY

Isu kemiskinan ekstrem yang
sedang santer dibicarakan di publik ti-
dak terjadi di DIY. Fokus penanganan
kemiskinan ektrem Presiden berada
di 5 kabupaten/kota di 7 provinsi :
Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa
Timur, Nusa Tenggara Timur,
Maluku, Papua dan Papua Barat. Meski
tidak menjadi prioritas penangganan,
dengan adanya pandemi Covid-19, jum-
lah penduduk miskin di DIY cenderung
naik. Angka kemiskinan di DIY pada
Maret 2021 sejumlah 12,80% atau se-
banyak 503,14 ribu jiwa dari peride se-
belumnya sebanyak 12,28% terhadap to-
tal penduduk atau sebanyak 475,72 ribu
jiwa. Melihat dari dua periode tersebut
dapat dilihat ada peningkatan sebanyak
0,52% atau sebanyak 27,42 ribu warga
miskin di DIY.

Pemerintah DIY berusaha untuk
terus menekan laju peningkatan kemis-
kinan. Hal ini dikordinasi melalui siner-
gitas antar Organisasi Pemerintah
Daerah (OPD) melalui sekertariat Tim

Anif Muchlashin

Penanggulangan Kemiskinan Daerah
(TKPKD) Provinsi DIY. Monitoring dan
evaluasi program kegiatan kemiskinan
terus diupayakan meskipun berada di
tengah anggaran refocusing pada pro-
gram prioritas penanganan pandemi
Covid-19. Pemetaan kantong kemiskin-
an hingga tingkat kapanewon (kecamat-
an) sampai kalurahan terus dilakukan
sebagai upaya memetakan zona kemis-

kinan agar kemiskinan dapat teratasi.

BPS merupakah institusi yang
menghitung angka kemiskinan dengan
lingkup makro sedangkan Dinas Sosial
sebagai penerjemah program dengan
data mikro. Hingga lingkup rumah
tangga bahkan individu melalui by
name by adress melalui progam satu da-
ta, Data Terpadu Kesejahteraan Sosial
(DTKS). Data ini kemudian menjadi pe-
doman untuk penanggulangan kemis-
kinan di Indonesia termasuk DIY.

Upaya penanggulangan kemiskinan
saat ini juga dilaksanakan bukan hanya
dari pihak pemerintah saja. Juga di-
lakukan bersama lembaga swadaya ma-
syarakat, perguruan tinggi, dan perusa-
haan baik BUMN/BUMD melalui pro-

KR-JOKO SANTOSO

gram corporate social responsibility.
Harapannya sinergitas dan antusias ini
dapat memberikan sumbangsih yang
signifikan terhadap penanggulangan
kemiskinan di DIY.
Dukungan Masyarakat
Sampai saat ini masih ada masyara-
kat Yogyakarta yang menganggap bah-
wa kemiskinan merupakan taqdir
Tuhan yang tidak dapat diubah.
Pandangan ini sudah seharusnya
bergeser menjadi kemiskinan adalah
suatu keadaan yang dapat diubah dan
diupayakan. Konsep sederhana ke lu-
ar dari zona kemiskinan adalah de-
ngan cara mengurangi pengeluaran
dan meningkatkan pendapatan kelu-
arga. Pengetahuan dan literasi ke-
uangan saat ini sangat diperlukan
dari sisi masyarakat. Agar masyara-
kat DIY dapat ke luar dari zona ke-
miskinan dengan kekuatan dan
pengetahuan yang dimiliki. Sehingga
akan memotong rantai kemiskinan
dari dalam dirinya.

Meskipun kemiskinan ekstrem ti-
dak menjadi masalah yang berarti di
DIY, bukan berarti kita berhenti un-
tuk menangani kemiskinan yang
seperti melekat. Saat ini kemiskinan
masih menjadi prioritas penanganan
pemerintah dan peringkatnya masih
di atas rata-rata nasional dan paling
besar di Jawa. Harapan menuju 7%

sesuai dengan RPJM DIY semoga dapat

terwujud di tahun 2022. 0
*) Anif Muchlashin, Tim Koordinasi
Penanggulangan Kemiskinan Daerah-
Bappeda DIY

Persyaratan Menulis

Pembaca yang budiman, terimakasih par-
tisipasinya dalam menulis dan mengirimkan
artikel untuk SKH Kedaulatan Rakyat.
Selanjutnya redaksi hanya menerima tulisan
lewat email : opinikr@gmail.com dengan
panjang tulisan antara 535 - 575 kata, de-
ngan mengisi subjek mengenai isu yang di-
tulis serta jangan lupa menampilkan foto-
copy identitas. Terimakasih.

Perlindungan Data Pribadi Sebagai Hak Asasi

BOCORNYA data pribadi ke dunia
sosial media kerap terjadi di Indonesia.
Padahal data tersebut seharusnya
mendapat perlindungan dan dijamin
kerahasiaan. Tragisnya, justru mudah
bocor. Tentu hal ini tidak bisa dibiar-
kan. Selain sangat rentan untuk dis-
alahkangunakan, kebocoran data pri-
badi ke publik merupakan kelemahan
sistem perlindungan negara dalam
melindungi hak-hak dasar warga ne-
gara.

Data pribadi merupakan hak dasar
yang harus mendapat perlindungan
negara. Hal yang bersifat privasi. Data
privasi termasuk bagian hak asasi
manusia yang termuat dalam
International Covenant Political and
Civil Right (ICCPR) yang sudah dirati-
fikasi Indonesia dalam UU No 12
Tahun 2005. Jauh sebelum itu, konsti-
tusi UUD 1945 telah menggaransi.
Setiap orang berhak atas perlindungan
diri pribadi, keluarga, kehormatan,
martabat, dan harta benda yang di
bawah kekuasaannya. Serta berhak
atas rasa aman dan perlindungan dari
ancaman ketakutan untuk berbuat atau
tidak berbuat sesuatu yang merupakan
hak asasi.” (Pasal 28 G ayat (1).

Afirmasinya, sebagai suatu hak war-
ga negara yang dimuat dalam konsti-
tusi maka menjadi kewajiban negara
untuk melindungi dan menggaransi da-
ta pribadi atau privasi tersebut. Data
privat tersebut berupa informasi pri-
vasi (data kredit dan catatan medis); in-
formasi secara fisik (berkaitan dengan
informasi badan atau tubuh), privasi
komunikasi (mencakup keamanan dan
privasi surat, telepon, email, dan ben-
tuk komunikasi lainnya, dan privasi
teritorial ((https://www.gilc.nl/).

Perlindungan data pribadi semakin
urgen seiring dengan koneksi berbasis

Toba Sastrawan Manik

seluler melalui jaringan dan telepon
genggam. Saat ini data pribadi semakin
terkoneksi dan terbuka sehingga se-
makin membutuhkan perlindungan.
Dalam Global Internet Libery
Campaign (https://www.gile.nl/) dise-
butkan, setidaknya ada tiga trend yang
memungkinkan pelanggaran data pri-
vasi. Ketiga trend itu ialah : globalisasi
yang membuat aliran data menembus
data geografical; Konvergensi, sistem
informasi yang memungkinkan peng-
hapusan hambatan teknologi antara
sistem. Sistem informasi modern se-
makin dapat dioperasikan dengan sis-
tem lain, dan dapat saling bertukar dan
memproses berbagai bentuk data;
Ketiga, multi-media memadukan ba-
nyak bentuk transmisi dan ekspresi da-
ta dan gambar . Sehingga informasi
yang dikumpulkan dalam bentuk ter-

negara Indonesia yang hampir menca-
pai 300 juta belum memiliki sistem per-
lindungan data pribadi kuat dan terin-
tegrasi. Terkait data pribadi seperti
nomor Hp misalnya, ada keheranan
ketika begitu banyak muncul iklan
melalui pesan singkat. Dari mana
mereka tahu nomor operator seluluer
kita? Hal ini tentu menganggu.
Demikian juga ketika berhubungan
institusi tertentu baik swasta maupun
pemerintah. Terkadang kurang adil
ketika harus mengisi dengan data pri-
badi dan memberikan garansi bahwa
data yang diisi adalah data benar
bahkan bermaterai. Namun sangat
jarang pada saat yang sama kita diso-
dorkan sebuah garansi bahwa data ti-
dak akan disalahgunakan atau disebar-
luaskan begitu saja. [
*) Toba Sastrawan Manik,
Pengajar Pendidikan Pancasila dan
Kewarganegaraan di FIS Universitas
Negeri Yogyakarta.

tentu dapat dengan mudah diter-
jemahkan ke dalam bentuk lain.
Perlindungan data privasi da-
lam dunia digital terkoneksi luar
biasa, luas, dan kompleks hanya
bisa dilakukan negara sebagai
penghimpun data warga negara
dan pemilik power kuat.
Indonesia sebenarnya telah me-
miliki perlindungan dalam kon-
stitusi dan beberapa regulasi
hukum. Namun bentuk perlin-
dungan tersebut tidak terinte-
grasi dalam satu payung hukum.
Regulasi-regulasi tersebut terse-

carkan
bar dalam UU ITE No. 19 Tahun .
92016, UU Adminduk No. 24 | -- Meski level turun, tak boleh
Tahun 2013, UU NO 14 Tahun | lengah.

2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik, dan lainnya.
Sulit membayangkan warga

Bantuan untuk sejuta PKL dan
Warung segera cair.

-- Angin segar bagi masyarakat
bawah.

24 sekolah di DIY bakal ujicoba PTM.
-- Untuk percontohan bagi yang

lain.

Pengawasan objek wisata tetap digen-
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